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ABSTRAKSI 

PERANAN DAN FUNGSI AD VO KAT OALAM SISTEM PENEGAKAN 
HUKUM DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 

TAHUN2003 TENTANG ADVOKAT 
(Studi Kasus di Biro Bantuan Hukum Bakikat Medan) 

O L E H  
RACHMA ITULLAH 

NIM : 07 840 0088 
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN 

Negara Republik Indonesia mengakui, memberi perhatian dan menjunjung 
tinggi hak kemerdekaan sescorang. walaupun seseorans itu telah diduga mclakukan 
suatu tindak pidana. Ketentuan ini memberi arti, bahwa hak dan kebebasan manusia 
beoar-benar dijamin dan dilindungi sepenuhnya oleb negara. Jadi apabila ada 
seseorang dari warga masyarakat yang melanggar ketentuan-ketentuan bukum 
pidana maka alat-alat kekuasaan negara yang diberi wewenang untuk itu apabila 
mengambil tindakan barus sesuai dengan ketentuan bukum, bekerja secara tertib, 
tidak berbuat sewenang-wenang serta meajunjung tioggi hak azasi warga negara. 
Oleh sebab itu seorang terdakwa sewaktu diproses dalam pemeriksaan harus 
didamping oleh advokat. 

Dalam pembahasan skripsi ini diajukan rumusan masalah tentang: bagaimana 
peranan dan fungsi advokat dalam sistem penegakan hukum di Indonesia menurut 
Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, apakah yang menjadi kendala yang dihadapi 
advokat dalam menjalankan fungsi penegakan hukum di Indonesia. 

Membahasa permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara 
kepustakaan dan �litian lapangaa 

Dari hasil p;:nelitian tersebut maka dilcetahui peranan dan fungsi advokat 
dalam sistem penegakan bukum di Indonesia menurut Undang-Undang No. 18 
Tahun 2003 kurang be:rjalan sebagaimai111 yang diharapkan oleh keberadaan Undang
Undang No. 18 Tahun 2003, hal disebabkan adanya konteks hukum yang 
menjelaskan advokat kurang memberikan pelayanan yang terbaik kepada klientnya, 
adanya keinginan advokat untuk bermain mata dengan apartnr penegak hukum 
lainnya. Tetapi meskipun demikian masih banyak advokat lain yang melakukao 
peran dan fungsinya penub idealisme. Kcndala yang dihadapi advokat dalam 
menjalankan fungsi penegakan hukwn di Indonesia adalah: Kurang dipahaminya 
tugas rJ Jia oleh bebe.rapa advokat dalam menangani dan mcndampinginya klientnya 
sehingga aJvokat akan dapat berbuat maksimal apabila mendapatkan bayaran yang 
sesuai. Kasus-kasus terutama terjadi pada klient yang tidak mampu membayar jasa 
advokat. 
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KATA PENGANTAR 

Syulcur Alhamdulillah penulis persembahkan kehadirat Allah SWT, yang 

tclah melimpahkan karunia-Nya kepada penulis sehingga alchimya penulisan karya 

ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat tersclesaikan. 

Skripsi penulis ini berjudul "PERANAN DAN FUNGS! ADV OKA T 

DALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM DI CNDONESIA MENURUT 

UNDANG-UNDANG NOMOR 18 T AHUN 2003 TENT ANG ADV OKA r•. 

Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi p.!rsyaratan 

terakhir perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidaog 

Hukum Kepidanaan dalam program pendidi.Jcail S-1 uncuk mencapai gelar Sarjana 

Hukum. 

Dalatn menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan 

dari berbagai pihalc. maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-

kasih sebesar-besamya kepada para pihak tcrsebut, terutama kepada : 

• Bapak. Syafacuddio, SH.M.Hum. selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas 

Medan Area, dan sekaligus sebagai Dasen Pembimbing 0 Penulis. 
' ) . 

• lbu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum. selaku Ketua Bidang HUkum Pidana di 

Fakultas Hukum Universitas Medan Arca. 
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Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing !. 

Bapak clan lbu Dosen serta semua staf administrasi di Fakultas Hukum 

Universitas Medan Area. 

Rekan-rekan se-almamater. 

Dan pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima-kasih yang tiada 

terhingga kepada kedua orang tua penulis Ayahanda H. Syarifuddin Effendi dan Hj. 

Nurbayati Matondang, semoga kcberbasilan penulis menyelesaikan studi di Fakultas 

Hukum Universitas Medan Area adalabjuga mcrupakan kebahaginn lcita bersama. 

Dengan segala kerendahan peoulis berharap semoga tulisan ini bennanfaat 

bagi kita semua. 

.. 

ii 

Medan, Agustus 2008 
Penulis 

RACHMA TIULLAH 
NPM. 07 840 0088 
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BABI 

PENDAHULUAN 

Manusia diciptakan dengan berbagai dimensi latar belakang kehidupan 

yang berbeda. Tatanan selanjutnya manusia dalam kehidupan ini adalah melakukan 

usaha untuk meogisi kehidupan itu sendiri. Apapun dimr.nsi seorang manusia maka 

dalam pandangan tersebut terbit suatu penilaian bahwa manusia tidak luput dari 

berbuat kcsalahan. 

Tahap selanjutnya dari sil<lus kehidupan adalah terdapatnya sebagian kecil 

manusia melakukan perbuatan yang merugikan pihak laionya sehingga dalam 

kepadanya dimintakan pertanggungjawaban 

Meogiogat bahwa pada pemberian sebutao tersangka kepada seorang yang 

dituduh melakulcan perbuatan pidana adalah suatu bentuk perampasan terhadap 

hak-hak az.asi manusia maka dalam pelaksanaannya seorang terdakwa haruslah 

diberikan bantuan hukwn harus memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di 

dalam hukum yang berlak:u pada saat sekarang. 

Pcrihal pemberian bantuan hukum amatlah pentiog dalam hal penegakan 

hukum pidana itu sendiri serta dalam t.al mencari suatu kcpastian hukum 

' ) . 
khususnya tat kala suatu tindak pidana telab dihadapkan ke meja hijau, <!engan 

tidak mclupakan sewaktu perkara tersebut dalam proses penyidikan. Karena 

disadari suatu kcadaan bahwa apapun latar belakang belakang seseorang bahkan 
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sarnpai-sampai meskipun ia seorang pelaku hukum sendiri sepeni polisi, jaksa, 

hakim maka apabila ia dihadapkan ke depan meja hijau dengan tuntutan telah 

melakukan perbuatan pidana maka ia harus didampingi oleh penasehat hukum atau 

dalam istilah hukwn berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 disebut 

Advokat. 

Negara Republik Indonesia mengakui, memberi perbatian dan menjunjung 

tinggi hale kemerdekaan seseorang, walaupun seseorang itu telah diduga 

melakukan suatu tindak: pidana. Ketentuan ini memberi arti, bahwa hak dan 

kebebasao manusia benar-benar dijamin dan dilindungi sepenuhnya oleh negara. 

Jadi apabila ada seseorang dari warga masyarakat yang melanggar ketenruan-

ketentuan hukwn pidana maka alat-alat kekuasaan negara yang diberi wewenang 

untuk itu apabila mengambil tindakan harus sesuai dengan ketentuan hukum, 

bekerja secara tertib, tidak: berbuat sewenang-wenang serta menjunjung tinggi hak 

azasi warga negara. 

Adapun tujuan hukum acara pidana menurut Wiryono Prodjodikoro 

adalah: 

"Supaya suatu peraturan hukum pidana dilakukan sedemikian rupa, bahwa 
seseorang yang melanggar peraturan yang dlancam dengan hukuman 
pidana mendapat hukuman itu secara setimpa'. dtngan kesalahannya" 1 

I ) 

1 Wirjono Prodjodikoro, Huhtm Acara Pidana di llldom!sla, Sumur Bandung 2000, hat 20. 
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